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Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif Tidak 
dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب 
Ba B Be 
ت 
Ta T Te 
ث 
ṡa 
ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج 




ha (dengan titk di 
bawah) 
خ 
Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ 
te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ 
zet (dengan titk di 
bawah) 
ع „ain „ apostrop terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 




ء Hamzah , Apostop 
ً Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى fatḥah dan yā‟ ai a dan i 
َْو ى fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفَْ  ك : kaifa 
 َلْو ه     : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 













fatḥah dan alif atau 
yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ى kasrah dan yā‟ Ī i dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتا  ي : māta 
ي ي  ر : ramā 
 َمَْ ِل : qīla 
َُتْو ًُ  ٍ : yamūtu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
Contoh: 
َُة  ضْو  رَِلا فْط لأا  : rauḍah al-atfāl 
َُة ٍُْ ِد  ً ْن اَُة هِضا فْنا  : al-madīnah al-fāḍilah 








5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh: 
ا َُّب  ر : rabbanā
ا َُْ َّج َ : najjainā
 َك  حْن ا : al-ḥaqq
 َى ُِّعَ : nu”ima
 َُود ع : „aduwuun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
َِّيى,َmaka ia ditransliterasiَseperti huruf maddahَmenjadi ī. 
Contoh: 
 َيِه ع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َِيب  ر ع : „Arabī (bukan, „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma‟arifah). Dalam pedomanَtransliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: 
َُص ًْ َّشن ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
َُة ن  سْن َّسن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 




َْن اَُد  َلاناِب  : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ٌَ ْوُرُْيأ ت : ta‟murūna 
َُعْوَُّن ا : al-nau‟ 
 َء ٌْ  ش : syai‟un 
َُتْرُِيأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 
bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur‟ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 







ٍَُ ٍْ ِدِاالله dīnullāh َِللاِبbillāh 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َْىُهٌَْ ِفَِااللهِة  ً ْح  ر hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital Al-. Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur‟ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
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Judul : Pembalikan Beban Pembuktian yang Bersifat Terbatas dan BerimbangTerhadapa 
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tela‟ah Hukum Islam Studi Kasus Pengadilan 
Negeri Makassar Klas IA Khusus .  
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembalikan beban 
pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi di 
Pengadilan Negeri Makassar, Klas IA Khusus dengan sub masalah: 1) Bagaimana penerapan 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus? 2) Apa faktor yang 
menghambat pelaksaan pembalikan beban pembuktiaan yang bersifat terbatas dan berimbang 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus? 3) 
Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembalikan beban 
pembuktian yang  bersifat terbatas dan berimbang bagi pelaku tindak pidana korupsi? 
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan 
teologis normatif dan yuridis. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Hasil atau data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan dengan tiga 
tahapan analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menerangkan bahwa pembalikan beban pembuktian yang bersifat 
terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada realitasnya, penerapan 
pembalikan beban pembuktian terkhsusus di Pengadilan Negeri Makassar masih menuai 
kesulitan atau hambatan bahkan belum terlaksana artinya regulasi pembalikan beban 
pembuktian masih sebatas teori tanpa pelaksanaan. Adapun hambatan tersebut diantaranya, 
1) Kurang adanya prosedur penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas 
dan berimbang, 2) Kurang adanya persamaan persepsi penegak hukum dalam menerapkan 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, 3) Jaksa Penuntut 
Umum masih memegang beban pembuktian secara penuh, 4) Kesulitan terdakwa untuk 
melakukan pembedahan harta kekayaan yang dimiliki, 5) Adanya perselisihan penerapan 
secara yuridis. Disisi lain penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perspektif hukum 
Islam dianggap sah-sah saja untuk dilakukan sebagai upaya menjerat pelaku korupsi terlebih 
lagi apabila proses tersebut sebagai langkah kemaslahatan. Sedangkan sisi hukum positif 
pembalikan beban pembuktian telah dimuat dalam Pasal 37, 37A, 38 B dan beberapa pasal 
lainnya di dalam  Undang-undang No 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Implikasi penelitian ini meliputi 1) diharapkan mampu menerangkan sejauh mana 
penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus, 2) pembalikan 
beban pembuktian sebagai jalan untuk menjerat pelaku korupsi dan membantu jaksa maupun 
hakim dalam menggali kebenaran materil  jika penerapannya dapat dilakukan secara efisien 
dan 3) Sebagai bahan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian lebih terhadap 
pembalikan beban pembuktian yang belum dapat diterapkan di pengadilan terkhusus di 











A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi secara salah menggunakan 
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya 
sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari 
pihak-pihak lain.1 
Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media 
cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi, dan 
sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, bahkan 
telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat secara sistematis, sehingga 
memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam 
pergaulan masyarakat internasional. 
Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. korupsi 
ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi 
telah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah 
negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut, menggunakan perangkat Undang-
undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menemuikegagalan.2
                                                 
1Chaerudin, dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Korupsi (Jakarta: PT 
Refika Aditama, 2009), h. 2.   







Dalam catatan pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 
tahun 2015 total kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 
Rp. 31,077 triliun. Angka tersebut naik 6 kali lipat dari kerugian negara pada 
tahun 2014 sebesar Rp. 5,29 triliun. Kerugian negara tahun 2015 diperoleh dari 
550 kasus korupsi. Sebagian besar modus yang digunakan pada tahun 2015 adalah 
penyalahgunaan anggaran. Modus penyalahgunaan anggaran mencapai sekitar 24 
persen atau sebanyak 134 kasus dengan nilai total kerugian negara Rp. 803,3 
miliar.3 Dan ditahun 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada dalam 
peringkat ke-96 dari 180 negara4 dengan kerugian negara sebanyak 6,5 Triliun. 
Maraknya praktik korupsi, pada hakikatnya bukan hanya menurunkan 
tingkat kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, juga meruntuhkan moralitas dan 
sendi-sendi ketahanan nasional dan pada akhirnya akan mendatangkan krisis 
moneter bahkan krisis politik dan gejolak sosial di masyarakat.5 Fenomena 
korupsi terus bergulir di ruang pemerintahan negara Indonesia seperti virus 
menular disetiap birokrasi pemerintah. Tentunya, menemukan pertanyaan baru 
bagi elemen masyarakat mengenai penyebab banyaknya lapisan pemerintah yang 
tersandung kasus korupsi. Seharusnya, negara Indonesia berupaya untuk 
meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Namun, harus terpuruk 
dalam menghadapi problematika korupsi misalnya dalam memberantas kejahatan 
(extra ordinary crime) tersebut. 
                                                 
3Hifdzil Alim, dkk, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi (Jakarta: Lakpesdam 
PBNU, 2016), h. 18. 
4https://m.detik.com/news/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-
peringkat-ke-96. Diakses pada tanggal 17 Januari 2019. 
5Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Strategi dan Optimalisasi” 





Regulasi sebagai kekuatan penting dalam tatanan negara hukum, 
terciptanya supremasi hukum tentu didorong oleh kepastian dari peraturan 
Perundang-undangan. Regulasi korupsi di Indonesia meliputi, Perpu No. 24 
Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana 
Korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 
Tahun 1999. 
Penguatan peraturan korupsi terus dilakukan oleh pemerintah dengan 
beberapa regulasi dan revisi regulasi, hal itu didukung dengan perubahan 
substansial materil aturan yang senantiasa mengikuti pola perubahan sosial yang 
ada. Salah satu penguatan implementasi regulasi yaitu melalui model pembuktian. 
Pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau 
mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara 
yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil 
yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk 
menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak 
lawan.6 
Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Demikian yang 
sering dikatakan orang. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu 
proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun 
sejarah hukum yang menunjukkan ketika salah menilai pembuktian, seperti karena 
saksi berbohong, banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak 
                                                 
6Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif 





cukup kuat alat bukti sehingga orang yang sebenarnya banjingan dan telah 
melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh pengadilan.7 
Pembuktian sebagai langkah untuk melihat parameter tindakan korupsi 
yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian 
merupakan inti persidangan, sebab yang dicari dalam hukum pidana adalah 
kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah 
dimulai sejak tahapan penyelidikan untuk menemukan peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana guna atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada tahap 
tersebut sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, 
maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau 
menemukan tersangkanya.8 
Pembuktian sebagai unsur penting dalam menjerat pelaku tindak pidana 
atau delik, kekuatan pembuktian di pengadilan menjadi penopang tegaknya 
putusan hakim. Pada dasarnya kedamaian tidak dapat terrealisasikan jika proses 
pembuktian tidak pada koridornya. Dengan demikian, akan menimbulkan 
perselisihan dan permusuhan yang berkepanjangan. 
Pembuktian pada dasarnya telah digariskan di dalam Al-Quran (wahyu 
Allah Swt). Peringatan pembuktian di dalam Al-Quran mengisyaratakan 
bahwasnya pembuktian memiliki urgensitas dalam penerapannya sesuai dengan 
tujuan dari pembuktian. Tujuan pembuktian adalah menyelesaikan atau 
mendapatkan kejelasan perkara dan melahirkan kebenaran. Di dalam Al-Quran, 
Allah memberikan peringatan kepada para saksi untuk senantiasa menyampaikan 
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argumentasi yang berlandaskan pada kebenaran yang ada pada QS Al-Baqarah/ 2: 
283 yang berbunyi: 
 
                 

Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa 
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. 9 
Prinsip pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku tindak korupsi 
merupakan prinsip pembuktian khusus. Kekhususan tersebut dimaksudkan karena 
objek tindak pidananya hanya diberlakukan pada korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang (money laundry). Pembalikan beban pembuktian memiliki sifat 
yang terbatas dan berimbang, sifat tersebut kemudian menjadi model di dalam 
melakukan proses pembuktian. Pembalikan beban pembuktian merupakan hal 
yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membuktikan dirinya 
bersalah atau tidak. Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 20 Tahun 2001, 
dikatakan pengertian “pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni 
terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 
pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya 
dan harta isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut 
umum tetap berkewajiban untuk membuktikannya. 
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Tidak efektifnya proses pembuktian menjadi masalah berkelanjutan yang 
dapat mengakibatkan suatu perselisihan dan pertentangan yang tidak dapat  
terselesaikan serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pun tidak tepat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi tindak pidana korupsi  
yang tergolong kejahatan luar biasa dan telah mendarah daging dalam birokrasi 
pemerintah, tentu membutuhkan pembuktian serius agar mampu memberikan efek 
jera atau sanksi yang sesuai terhadap perbuatannya. Polemik tersebut, menjadi 
pokok permasalahan yang menjadi hemat penulis pada skripsi ini.  
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Pembalikan beban pembuktian 
b. Pelaku tindak pidana korupsi  
c. Hukum Islam  
2. Deskripsi Fokus 
a. Pembalikan beban pembuktian adalah suatu pembuktian yang dibebankan 
kepada terdakwa untuk membuktikan menurut Undang –undang bahwa tidak 
melakukan perbuatan  atau tindak pidana korupsi.  
b. Pelaku tindak pidana korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang 
dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan 





c. Hukum Islam adalah konsep hukum yang mengatur kehidupan umat Islam 
yang berlandaskan pada Al-Qur‟an, hadis maupun ijtihad dalam menetapkan 
putusan-putusan tertentu.  
Tabel 1.1 Fokus Penelitian 
N
No. 











Asas-asas terkait pembuktian 
Alat-alat bukti 






Pengertian pelaku tindak pidana 
Pengertian tindak pidana 





Pembuktian dalam Hukum Islam 
Tindak pidana dalam Hukum Islam 
Korupsi dalan Hukum Islam 
Pembalikan beban pembuktian yang bersifat 
terbatas dan berimbang dalam Hukum Islam 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dikemukakan pokok 
masalah yaitu bagaimana pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas 





Makassar Klas IA Khusus, berangkat dari pokok masalah, maka ditarik sub 
masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas 
dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar Klas IA Khusus? 
2. Apa faktor yang menghambat penerapan pembalikan beban pembuktiaan 
yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi 
di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus? 
3. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi? 
D. Kajian Pustaka dan Kajian Penelitian Terdahulu 
1. Kajian pustaka 
a. Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik 
Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001), isi buku ini membahas  tentang hukum 
pembuktian baik teori-teori tentang pembuktian, alat-alat bukti dan kekuatan 
pembuktian. Serta membahas tentang pemeriksaan delik korupsi dan peran 
serta masyarakat dalam menghadapi tindak pidana korupsi sebagai wujud 
dalam melakukan penegakan hukum bagi delik korupsi. Pada buku ini pula 
menjelaskan secara jelas tentang landasan adanya pembuktian terbalik. 
Namun, buku ini tidak menjelaskan tentang bagaimana penerapan pembalikan 
beban pembuktian bagi pelaku korupsi. 
b. Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif 





pembuktian terbalik dalam sistem hukum Indonesia dengan mengkorelasikan 
dengan sistem hukum dan teori pembuktian, memaparkan korupsi dan 
pembuktian terbalik di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan lain-
lain. Namun, tidak membahas penerapan atau pelaksanaan dari pembuktian 
terbalik dalam menagani tindak pidana korupsi. 
c. Abu Yasid, Fiqh Realitas, buku ini membahas tentang eksistensi pembuktian 
terbalik bagi pelaku korupsi, munculnya sistem pembuktian terbalik tidak lain 
karena semakin sulitnya memberantas karupsi di Indonesia, dalam buku ini 
pula dijelaskan bagaimana Islam menyikapi pembuktian terhadap suatu kasus 
tindak pidana. Namun, tidak menjelaskan implementasi dan hambatan 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang bagi 
tindak pidana korupsi. 
2. Kajian penelitian terdahulu 
a. Chairil Anwar, Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, penelitian ini berisi tentang tinjauan umum tentang pembuktian dan 
analisis tentang korupsi baik dari bentuk dan sanksi tindak pidananya, dimana 
hasil penelitiannya mengenai urgensi atau pentingnya pembuktian terbalik 
dalam tindak pidana korupsi. Namun, tidak meneliti ruang lingkup 
pelaksanaan dari pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan 
berimbang.  
b. Alfi Luthfan, Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindakan Pidana Pencucian 
Uang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam penelitian ini 





uang yang mengkhususkan pada analisis beban pembuktian terbalik terhadap 
tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum 
positif. Maka perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 
dari objek tindak pidananya serta hasil yang ingin dicapai berbeda dimana 
penulis menitik beratkan pada penerapan pembalikan beban pembuktian yang 
bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Tujuan umum 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, tentunya yang menjadi tujuan umum 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pembalikan beban pembuktian yang 
bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
b. Tujuan khusus 
Berdasarkan sub masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan khusus 
penelitian ini diantaranya: 
1) Untuk mengetahui penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat 
terbatas dan berimbang terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan 
Negeri Makassar Klas IA Khusus. 
2) Untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan pembalikan beban 
pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak 
pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus. 
3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif pembalikan 





2. Kegunaan penelitian 
a. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum 
pidana, khususnya dalam upaya memperkecil terjadinya tindak pidana 
korupsi. 
b. Dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum 
pada umumnya. 
c. Dapat digunakan sebagai sarana intelektual bagi para mahasiswa yang sedang 

















A. Tinjauan Tentang Pembuktian 
1. Pengertian pembuktian 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa 
Belanda, bewijs diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 
peristiwa. Dalam kamus hukum, bewijs diartikan sebagai segala suatu yang 
memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para 
pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi 
penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti. Dan 
pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. 
Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh 
berbeda dengan pengertian pada umumnya. 
Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi 
atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, 
menandakan, menyaksikan dan menyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa 
membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil 
yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.10Pembuktian berarti usaha 
menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.11 Dari 
beberapa definisi perihal bukti, membuktikan dan pembuktian, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang 
menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dengan demikian, pembuktian merujuk 
                                                 
10Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, h. 3 
11Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif , h. 
25. 




pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai 
pada penyampian bukti tersebut di pengadilan. 
Mengenai pengertian hukum pembuktian, M. Yahya Harahap tidak 
mendefenisikan hukum pembuktian, melainkan memberikan defenisi pembuktian 
sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata 
cara yang dibenarkan Undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang 
boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. 
Bambang Poernomo secara tegas mendefenisikan hukum pembuktian 
sebagai keseluruhan aturan hukum atau peraturan Undang-undang mengenai 
kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian 
masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga 
melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut 
ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara 
pidana. 
Dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang 
membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan 
kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, 
semuanya terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang 
ditentukan oleh Undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan 
yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan 
Undang-undang. Terdakwa tidak diperkenakan mempertahanakan sesuatu yang 
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2. Teori tentang  pembuktian 
Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik 
korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain 
diterapkan di KUHAP, diterapkan juga sekelumit Hukum Acara Pidana, yaitu 
pada BAB IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari Undang-undang  
No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.13 
Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni: 
a. Teori tradisional  
B.Bosch-Kemper, menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian 
yang tradisional, yakni: 
 
1) Teori negatief 
Teori negatief, mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika 
hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, dalam Pasal 
294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah: 
 
a) Keharusan adanya keyakinan hakim dan keyakinan itu didasarkan 
kepada: 
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2) Teori positief 
Teori positief mengatakan bahwa hakim hanya boleh menetukan kesalahan 
terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh Undang-undang. Dan jika 
bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim mewajibkan menyatakan bahwa 
kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, 
tidak dihukum dan ada bukti meskipun sedikit harus dihukum. Teori positief 
dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. 
Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: 
 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila ada sekurang-kuragnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.14 
 
3) Teori bebas 
Teori bebas tidak mengikat hakim kepada aturan hukum yang dijadikan 
pokok, asal saja keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada 
alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Pada 
dasarnya teori bebas dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP. 
 
b. Teori  Modern : 
Teori modern terbagi dalam beberapa teori diantaranya: 
 
1) Teori pembuktian dengan keyakinan belaka 
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Aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan 
menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim 
sangat bersifat subjektif. Menurut aliran ini sudah dianggap cukup bahwa hakim 
mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak 
terikat oleh peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka 
dalam menentukan apakah  keadaan harus diaanggap terbukti. Karena aliran ini 
disebut convention intime atau bloote gemoedelijke overtuiging. 
Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika memakai 
silogisme, yakni primise mayor, primise minor, dan Konklusio, sebagai hasil 
penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada 
alat-alat bukti yang sah, menurut perundang-undangan.15 
 
2) Teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif 
Aliran sistem pembuktian ini menurut Undang-undang secara positif, atau 
disebut positief wettelijke bewijstheori. Dalam teori ini, Undang-undang 
menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara 
bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari 
alat-alat itu sedemikian rupa. 
Jika alat-alat bukti sudah dipakai, sesuai yang ditetapkan oleh Undang-
undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim 
mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. 
Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, 
meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, 
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maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau 
tidaknya sesuatu hal. 
D.Simons menyatakan bahwa sistem positief wettelijk di Benua Eropa 
dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. 
Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksa belaka, dalam hal ini 
hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. Kelemahan sistem ini tidak 
memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang 
bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus 
didasarkan atas kebenaran.16 
3) Teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif 
Pada teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif 
menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh Undang-undang, sebagai alat 
bukti (wettelijke bewijsmiddelen). Tidak memperbolehkan menggunakan alat 
bukti lain yang tidak disebut dalam Undang-undang dan tentang tata cara 
mempergunakan alat bukti (bewijstvoering), hakim terikat kepada ketentuan 
Undang-undang. 
Perkataan negatif dipakai karena adanya alat-alat bukti yang disebut juga 
dalam Undang-undang. Hal ini belum berarti hakim mesti menjatuhkan pidana, ini 
tergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran. HIR menganut teori 
pembuktian menurut undang-undang secara negatif (butir 5) hal ini tercermin 
dalam Pasal 294 ayat (1) HIR. Demikian juga di negara Belanda, Hukum Acara 
Pidana (Sv Ned) menganut teori pembuktian menurut Undang-undang secara 
negatif. 
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4) Teori keyakinan atas alasan logis 
Pada teori keyakinan atasa lasan logis, hakim dalam memakai dan 
menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan tidak terikat pada 
penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam Undang-
undang melainkan hakim leluasa (bebas) untuk memakai alat-alat bukti lain asal 
saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika. 
 
5) Teori pembuktian negatif menurut Undang-undang 
KUHAP dan HIR menganut teori yang sama yaitu teori negatif menurut 
Undang-undang, kedua-duanya memiliki persamaan dalam sistem dan cara 
menggunakan alat-alat bukti, yakni teori pembuktian negatif menurut Undang-
undang. Hal ini ternyata pada Pasal 183 KUHAP (sama dengan Pasal 294 ayat (1) 
HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi; 
 
“Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya” 
Sedangkan pada Pasal 294 ayat (1) HIR berbunyi: 
 
“Tiada seorangpun boleh dihukum kecuali hakim mendapatkan 
keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan 
yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang bersalah 
tentang perbuatan itu”. 
 
Yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, ialah: 
 
a) Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. 
b) Terdakwa telah bersalah melakukannya. 




Kata sekurang-kurangnya ada dua alat bukti, memberikan limitatif pada 
alat bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. 
Sedangkan “alat bukti yang sah” menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-
alat bukti yang diatur dan diakui oleh Undang-undang dapat diterapkan sebagai 
alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada pidana pada umumnya ataupun 
delik korupsi.  Seperti apa atau yang dimana diatur dalam KUHAP, yaitu pada 
Pasal 184, yakni: 
 
a) Keterangan saksi 
b) Keterangan ahli 
c) Surat 
d) Petunjuk 
e) Keterangan terdakwa 
Jadi ketentuan Pasal 184 KUHAP menentukan adanya alat-alat bukti dan 
alat-alat bukti itu dipakai dua alat bukti sebagai alat bukti minimum, misalnya 
satu keterangan saksi dan satu keterangan ahli. Atau kombinasi alat-alat bukti 
yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.17 
 
3. Asas-asas terkait pembuktian 
Berikut ini adalah sejumlah asas yang terkait dengan pembuktian 
diantaranya: 
a. Due Process of Law 
Due Process of Law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang 
diisyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Due 
process lahir dari amandemen ke-5 dan 14 konstitusi Amerika untuk mencegah 
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penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak miliki oleh negara tanpa ada 
suatu proses hukum. Due process menghasilkan prosedur dan substansi 
perlindungan terhadap individu.  Setiap prosedur dalam due process menguji 
dunia hal, yaitu: 1) apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, 
kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur; 2) jika menggunakan 
prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan due process. 
Dalam kaitannya dengan pembuktian, due process of law memiliki 
hubungan yang erat dengan masalah bewijsvoering, yaitu cara memperoleh, 
mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Di negara-
negara yang menjunjung tinggi due procces of law, dalam hukum acaranya, 
perlindungan terhadap individu dari tindakan seweng-wenang aparat negara agar 
mendapat perhatian khusus.18 
b. Presumption of Innocent 
Presumption of Innocent diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah, 
artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 
menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Di sisi lain dikenal 
juga asas presumption of guilt yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. 
Artinya, seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 
menyatakan dia bersalah. 
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Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah 
perlu dipahami bahwa kedua asas tersebut tidaklah bertentangan antara satu 
dengan yang lain. Bahkan Packer dengan tegas mengatakan bahwa keliru jika 
memikirkan asas praduga  bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam crime 
control model sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak 
bersalah yang menempati posisi penting dalam due procces model. Ibarat kedua 
bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya.  
Asas tersebut tidak relevan dengan asas praduga bersalah. Dua konsep tersebut 
berbeda tetapi tidak bertentangan. 
 
c. Legalitas 
Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali yang berarti tidak 
ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana 
sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana yang disebut asas 
legalitas. Menurut sejarahnya, asas ini merupakan produk aliaran klasik dalam 
hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari keseweng-
wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari 
kejahatan sebagai mana tujuan hukum pidana modern. 
d. Adversary system 
Adversary sistem diartikan sebagai suatu sistem peradilan dimana pihak-
pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan dalam 
usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. Di Amerika 
Serikat, persidangan adalah proses adversial karena para pengacara (yang 
berseberangan) berusaha memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya 




masing-masing. Sistem hukum amerika berasumsi bahwa kebenaran akan muncul 
melalui pertentangan di antara pihal-pihak yang berseberangan yang memberikan 
interpretasi berlawanan terhadap bukti-bukti yang dikemukanan kepada pencari 
fakta. 
e. Clear and convincing evidence 
Dalam parameter pembuktian, clear and convincing evidence sangat 
berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. Clear and convincing 
evidence diartikan sebagai standar pembuktian antara standar preponderance of 
evidence dan beyond a reasonable doubt. Preponderance of evidence, yakni 
kecukupan bukti yang biasanya digunakana dalam perkara perdata. Di sini, yang 
akan diputuskan memang adalah pihak yang bisa membuktikan lebih banyak. 
Sementara itu, standar beyond a reasonable doubt (di luar tingkat keraguan yang 
masuk akal) digunakan dalam perkara pidana. Di sini alat bukti saja tidak cukup 
menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa keyakinan hakim. 
f. Unus testis nullus testis 
Secara harfiah unus testis nullus testis berarti seorang saksi bukanlah 
saksi.Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks 
pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi. Keharusan 
pembuktian dengan minimal dua orang saksi.19 
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4. Alat-alat bukti 
Alat bukti dapat didefenisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan 
untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai 
apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan 
yang mengatur secara rinci.20 Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan 
hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dengan 
berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara 
mereka.21 
Larry E. Sullivan dan Marie Simonetti Rosen membagi bukti dalam tiga 
kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung, dan bukti fisik. Pertama, 
bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, 
pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan suara, video, atau rekaman 
digital lainnya. kedua, bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan 
analisis yang masuk akal. Misalnya, sebuah senjata yang baru saja ditembakkan 
dan dihubungkan dengan tubuh mayat yang berada disebelahnya. ketiga, bukti 
fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan 
yang dihubungkan antara suatu barang, korban dan pelakunya. 
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a. Keterangan saksi 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saksi memiliki 6 pengertian 
diantaranya: 
 
1) Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa 
atau kejadian. 
2) Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk 
mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan 
keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. 
3) Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk 
kepentingan pendakwa atau terdakwa. 
4) Saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang 
yang melihat atau mengetahui 
5) Saksi diartikan sebagai bukti kebenaran 
6) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan atas kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang 
didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri. 
Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seorang yang mengalami 
melihat sendiri mendengar merasakan suatu kejadian dalam perkara perdata 
maupun pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi diartikan sebagai 
orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan 




peradilan tentang perkara pidana yang di dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami 
sendiri.22 
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang 
paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana 
yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi walaupun terdapat bukti 
lain, dan ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (degree of evidence) 
keterangan saksi. Agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta 
kekuatan pembuktian maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus 
dipenuhi seperti, harus mengucapkan sumpah atau janji, keterangan saksi yang 
bernilai sebagai bukti, keterangan saksi yang harus diberikan di sidang 
pengadilan, serta keterangan seseorang saksi saja dianggap tidak cukup.23 
Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP 
masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan 
sumpah merupakan syarat mutlak untuk kesaksian sebagai alat bukti dan 
dijelaskan pula dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum 
memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut 
agamanya masing-masing, bahwa saksi akan memberikan keterangan yang 
sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu 
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Legislasi dan  Hak Asasi Manusia (Jakarta: PT Balebat  Dedikasi Prima, 2017), h. 203-205. 
24Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 263. 




b. Keterangan Ahli 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia ahli didefinisikan sebagai seseorang 
yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus 
hukum, ahli sebagai terjemahan kata “deskundige” yang dalam bahasa Belanda 
diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian atas suatu bidang ilmu.25 
Keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige atau expert 
testimony adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memilki 
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 
oidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP), konkretnya, 
keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) 
huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan 
(Pasal 186 KUHAP).26Keterangan ahli sejatinya mengenai suatu penilaian 




Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, 
yang secara substansial ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP sebagaimana surat 
tersebut pada  Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas  sumpah jabatan atau 
dikuatkan dengan sumpah, adalah: 
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1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapanya, yang memuat 
keterangan tentang kejadianatau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangan itu, 
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. 
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 
resmi dan padanya. 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubunganya dengan isi dari 
alat pembuktian lain.28 
Perihal pembuktian surat menurut A. Karim Nasution (1975-III:109), 
bahwa hanya surat-surat yang telah diserahkan dalam perkaralah yang dapat 
dianggap sebagai alat bukti. Jika surat-surat tersebut tidak diserahkan atau 
dimasukkan dalam berkas perkara yang ada pada hakim, maka surat-surat itu tidak 
dapat dipakai sebagai alat bukti, pun tidak membuktikan adanya suatu petunjuk 
atau aanwijzing. Walaupun sesuatu surat dipergunakan sebagai alat bukti, namun 
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surat tersebut tetap harus dibacakan atau isinya secara ringkas diberitahukan 
dalam persidangan, jika hakim ingin mempergunakan alat bukti.29 
 
d. Petunjuk 
Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf di KUHAP, petunjuk 
merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini 
diatur ketentuan Pasal 88 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian dan keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak 
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya. 
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh 
dari: 
a) Keterangan saksi. 
b) Surat  
c) Keterangan terdakwa. 
d) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaann tertentu dilalukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan 
berdasarkan hati nuraninya. 
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e. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa secara limitatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yang 
berbunyi: 
1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 
perbuatan yang di lakukan atau yang diketahui sendiri atau alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu 
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang 
yang didakwakannya kepadanya. 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 
harus disetai dengan alat bukti lain.30 
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas 
pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van 
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5. Pembalikan beban pembuktian 
Pembalikan beban pembuktian lumrahnya disebut sebagai pembuktian 
terbalik. Dalam bahasa Belanda disebut Omkering Van Bewijslast. Delik korupsi 
adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai 
modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara, yang 
semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara delik korupsi lolos 
dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian Undang-
undang mencoba menerapkan upaya hukum pembalikan beban pembuktian, 
sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia.32 
Pembalikan beban pembuktian yang terbatas, dianut di dalam Undang-
undang Anti Korupsi Malaysia (Prevention Of Corruption Act) pada Pasal 14 
mengatakan bahwa semua pemberian (hadiah) dianggap suap sampai terdakwa 
dapat membuktikan bahwa itu bukan suap.33 
Upaya pembentuk Undang-undang, tidak tanggung-tanggung, karena baik 
dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori ini 
adalah penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas atau berimbang, dan 
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menggunakan sistem pembuktian negatief menurut Undang-undang (negatief 
wettelijk overtuiging). Dan tidak menerapkan teori pembuktian murni, (zuivere 
omskeering bewijstlast), tetapi teori pembuktian terbatas dan berimbang. 
Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 20 Tahun 2001, dikatakan 
pengertian “pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni terdakwa 
mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana 
korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan 
harta isteri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang 
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut 
umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya. 
Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan 
bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak 
melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti 
melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk 
membuktikan dakwaanya. Sedangkan kata berimbang mungkin lebih tepat 
“sebanding”, dilukiskan sebagai penghasilan terdakwa ataupun sumber harta 
benda terdakwa, dimana antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan 
output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan harta tersebut berasal dari 
korupsi sehingga terdakwa perlu membuktikan asumsi tersebut.34 
                                                 
34Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, h. 
86-87 




Undang-undang No. 20 Tahun 2001 juga memperluas sasaran pembalikan 
beban pembuktian seperti termuat dalam penjelasan yang menyatakan pembalikan 
beban pembuktian ini berlaku pada tindak pidana baru tentang gratifikasi. Dalam 
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen hukum pidana yang 
bersifat khusus sehingga asas lex specialis derogat legi generali harus 
diberlakukan termasuk ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian. 
Pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada 
negara yang menganut rumpun Anglo-Saxon atau penganut case law terbatas pada 
certain cases atau kasus-kasus tertentu. Apabila dijabarkan lebih terperinci maka 
dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan berahlihnya 
asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis dari 
hal tersebut adalah praduga bersalah cenderung dianggap sebagai pengingkaran 
asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah.35 
 
6. Pembuktian dalam Hukum Islam 
Bukti dalam pengertian ini adalah hujjah atau alasan yang kuat untuk 
memperoleh kejelasan perkara dan melahirkan kebenaran.Pembuktian dalam 
Islam disebut sebagai al-bayyinah.36Pengistilahan ini sesuai dengan hadis 
Rasulullah saw. Sebagaimana telah disebutkan diatas, adapula yang menyebutnya 
dengan al-hujjah, ad-dalil, al-burhan, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim 
                                                 
35Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan 
Legislasi dan Hak Asasi Manusia, h. 215-216. 
36Abd. Halim Talli, Asas Peradilan  dalam Risalah Al-Qada (Makassar: Alauddin  Press 
University), h. 68. 




dipakai dalam dunia peradilan.37Menurut Ibnu Qoyyim mengartikan bayyinah 
adalah segala yang dapat menjelaskan perkara. 
Menurut fuqaha, alat bukti itu ada tujuh macam yaitu: 
a. Al-Iqrar 




f. Ilmu pengetahuan hakim 
g. Qorinah 
Adapun uraian tentang alat-alat bukti dalam hukum Islam sebagai berikut: 
 
a. Alat bukti tulisan/surat 
Dalam hukum Islam bukti tulisan adalah salah satu alat bukti selain 
pengakuan dan saksi. Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagi alat bukti di 
pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.38Dalam firman 
Allah swt, QS. Al-Baqarah/ 2: 283 yang berbunyi: 
 
                                                 
37Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama (Makassar: Alauddin Press 
University, 2013), h. 122.  
38H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
h. 62. 




                   
              
Terjemahnya: 
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai 
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah, Tuhannya.39 
Para Fuqaha memahami ayat tersebut diatas berselisih pendapat tentang 
penggunaan alat bukti tulisan/surat. Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa alat bukti 
tuliusan/surat sama dengan saksi adalah hal yang diajukan saja bukan diwajibkan. 
Sedangkan Daud Adz-Dzahiry mewajibkan bukti tertulis itu sama dengan saksi. 
b. Alat bukti kesaksian 
Kesaksian biasa disebut as-syahadah sedangkan menurut syara‟ kesaksian 
adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan 
penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena 
beritanya telah tersebar.40 Dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 283 menerangkan 
kedudukan saksi sebagai berikut:   
                 

                                                 
39Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim Miracle The Reference (Bandung: SYGMA 
Publishing, 2010), h. 95. 
40H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
h. 63.  





Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa yang 
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).  Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan.41 
 
Berdasarkan ayat di atas, maka barangsiapa yang enggan menjadi saksi 
dan dalam kesaksiannya menyembunyikan kebenaran/hak, maka Allah 
mengancam dengan memberikan dosa kepadanya, bahkan menurut pendapat Ibnu 
Abbas tergolong dosa besar.42 
Pada prinsipnya setiap orang yang menjadi saksi agar memelihara 
obyektifitas dan kejujurannya, ada orang tertentu yang tidak diperkenangkan 
dalam Undang-undang untuk menjadi saksi sebagai dasar untuk memutuskan 
perkara seperti anak-anak yang belum cukup umur. Sejalan dengan maksud 
Undang-undang di atas, Nabi saw, telah memperingatkan agar tidak mengangkat 
saksi orang pengkhianat, orang yang memiliki rasa dengki, dan pembantu 
terhadap tuannya. 43 
c. Persangkaan/ petunjuk-petunjuk (Qorinah) 
Qarinah secara bahasa diambil dari kata “muqaronah” yang berarti 
mushohabah (pengertian/petunjuk). Secara istilah qarinah diartikan dengan tanda-
tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus 
melalui ijtihad. Tanda-tanda tersebut yang dapat menimbulkan keyakinan. 
Qarinah-qarinah terbagi dua yaitu: 
                                                 
Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim Miracle The Reference, h. 95.   
42H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
h.62-64. 
43Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 130. 





1) Qarinah qonuniyyah yaitu qarinah yang ditentukan oleh Undang-undang. 
2) Qarinah qodloiyyah yaitu qarinah yang merupakan hasil kesimpulan 
hakim setelah memeriksa perkara.44 
Islam memandang qarinah atau persangkaan sebagai salah satu alat bukti. 
Rasulullah saw, sering mengggunakan qarinah sebagai dasar putusannya, 
sebagaimana beliau pernah menahan dan menghukum tertuduh setelah timbul 
persangkaan karena nampak tanda-tanda mencurigakan dari tertuduh.45 
d. Pengakuan 
Ikrar atau pengakuan menurut bahasa ialah menetapkan dan mengakui 
sesuatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqaha pengakuan ialah 
mengambarkan sesuatu hak bagi orang lain. Menurut Muhammad Salam Madkur 
pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku 
dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.46Dasar hukum pengakuan, 
berdasarkan firman Allah swt. QS. Al-Nisa/ 4: 135 berbunyi: 
                                                 
44H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
h. 88-89. 
45Hadi Daeng Mapuna, Hukum Acara Peradilan Agama, h. 136. 
46H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
h. 93. 




   َ  َ َ  َ   َ  َ ََ َ  َََ    َ
   ََََ  ََ َ  َ َ ََ َ   َ    ََ  ََ
َ  ََ   ََ َ َ َ َ  ََََ 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu 
sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang 
terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan 
(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) 
atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala 
yang kamu kerjakan.47 
 
e. Alat bukti sumpah ( Yamin/ Qosamah) 
Dalam buku Islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “yamin”. 
Dinamakan demikian karena yamin lebih bermakna kekuatan. Menurut ahli fiqh 
sumpah (yamin) ialah “suatu penyataan yang khidmat yang diberikan atau 
diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya benar dengan mengigat sifat 
Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberikan keterangan yang tidak 
benar akan memperoleh siksa-Nya. 
f. Alat bukti penolakan sumpah (Nukul) 
Mengenai alat bukti penolakan sumapah (nukul) ternyata dikalangan para 
ulama masih diperselisihkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak. Menurut 
mazhab Hanafi, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. 
Penolakan itu bila mana telah mencapi tiga kali, untuk itu hakim sudah dapat 
                                                 
47Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim Miracle The Reference, h. 197. 




memutuskan perkara. Sedangkan menurut Mazhab Syafi‟i dan Malik, penolakan 
sumpah tidak dapat digunakan sebagi alat bukti tetapi tergugat menolak 
bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat bersumpah maka ia 
dimenangkan, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat 
dijadikan sebagi alat bukti dan dasar pertimbangan memutuskan perkara. 
g. Alat bukti pengetahuan hakim 
Para ulama baik salaf maupun khalaf, telah terjadi perbedan pendapat 
dalam masalah ini. Di dalam Mahzab Ahmad, ada tiga riwayat yaitu: 
1) Riwayat yang masyur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya, 
menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutuskan berdasarkan 
pengetahuannya dalam perkara pidana. 
2) Bahwa bagi hakim dibolehkan memutus perkara berdasar pengetahuannya 
dalam perkara pidana had dan lainya, secara mutlak. 
3) Bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusannya berdasar 
pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana had. 
h. Alat bukti pemeriksaan setempat 
Dalam hukum Islam pemeriksaan setempat diperlukan terhadap perkara-
perkara yang membutuhkan kejelasan dari hakim yang sedang memutuskan 
perkara dalam rangka mencari kebenaran isi, gugatan penggugat, misalnya hakim 
masih ragu, kurangnya alat bukti dan lain-lain. Pemeriksaan setempat bisa 
dimasukkan ke dalam qarinah qadlaiyyah artinya persangkaan yang merupakan 
hasil dari kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara. 





i. Alat bukti ahli 
Alat bukti ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam 
bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagi 
masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh yang meyakinkan. 
Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan ahli, telah terjadi pada masa 
Rasulullah saw, beliau senang mendegarkan dan memberitahukan Aisyah 
(isterinya).48 
Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli 
dalam QS Al-Nahl/ 16: 43 yang berbunyi: 
               
 َََََ 
Terjemahannya: 
Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang 
laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada 






                                                 
48H. Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 
h. 93-117. 
49Kementerian Agama RI, Al-Quranulkarim Miracle The Reference, h. 541. 





B. Tinjauan Tentang Pelaku  Tindak Pidana 
1. Pengertian pelaku tindak pidana 
Pelaku tindak pidana adalah subyek hukum yang dengan sengaja atau 
dengan kelalaian melakukan tindakan pelawanan hukum yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem KUHP, yang dapat 
menjadi subyek tindak pidana adalah hanya manusia (natuurlijke personen), 
sedangkan badan hukum atau korporasi dan hewan tidak dapat menjadi subyek 
hukum tindak pidana adalah: 
a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan: barang 
siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nakoda, dan lain-lain. Ini berarti 
tidak lain adalah manusia; 
b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditujukan 
terhadap manusia; 
c. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang 
manusia, yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan” (schuldstafrecht). 
Dalam schuldstrafrecht yang dianggap dapat berbuat kesalahan hanyalah 
manusia, yaitu yang berupa “kesalahan perseorangan atau individual 
(individuele schuld). 
Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subjek tindak 
pidana itu diperluas, bukan saja hanya manusia (natuurlijke personen), tetapi juga 
badan hukum (rechtspersonen) atau pun korporasi terutama dalam hal-hal 




perfiskalan atau perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang 
pengaturannya dalam peraturan perundang-perundangan di luar KUHP. 50 
2. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa  Belanda 
strafbaar  feit. Selain dari pada itu, istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda 
dipakai juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari bahasa Latin delictum, 
dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.51 
Dalam rancangan KUHP 1991/1992, diartikan secara pasti yaitu tindak 
pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai peraturan yang terlarang dan 
diancam pidana.52 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
yang pelakunya seharusnya dipidana.53Moeljatno memakai istilah perbuatan 
pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit, mengartikan perbuatan pidana 
sebagai berikut: 
                                                 
50
 Sofjan Sastrawidjaja. Hukum Pidana “Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan 
Peniadaan Pidana” ( Bandung: CV Armico, 1995), h. 126-127. 
51Sofjan Sastrawidjaja. Hukum Pidana “Asas Hukum Pidana samapai dengan Alasan 
Peniadaan Pidana”, h. 111. 
52Sofjan Sastrawidjaja. Hukum Pidana “Asas Hukum Pidana samapai dengan Alasan 
Peniadaan Pidana”, , h. 11. 
53Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2016), h. 57. 




a. Dalam kuliahnya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1978: 37). 
b. Dalam pidatonya pada Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada tanggal 19 
Desember 1955, Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut 
disamping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat 
sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian, 
syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-
syarat formal yaitu perumusan Undang-undang juga harus mencocoki syarat-
syarat materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus 
betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terlarang dan 
diancam dengan pidana.54 
3. Unsur- unsur Tindak Pidana 
Kalau melihat pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno, maka 
unsur-unsurnya ialah: 
a. Unsur-unsur formal 
1) Perbuatan (manusia) 
2) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum 
3) Larangan itu disertai ancaman ( sanksi ) yang berupa pidana tertentu 
4) Larangan itu dilanggar oleh manusia 
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b. Unsur-unsur materil diartikan sebagai perbuatan yang harus bersifat melawan 
hukum, yaitu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan 
yang tak boleh atau tak patut dilakukan.55 
Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam 
dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektf. 
a. Unsur objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
1) Perbutan manusia, berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antar lain: 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
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4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hokum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu.56 
b. Unsur subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless the mind 
is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada hukuman, kalau tidak 
ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang 
diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or 
schuld).57Unsur subjektif meliputi kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa), niat 
(voornemen), maksud (oogmer), dengan rencana terlebih dahulu (met 
voorbedachte rade), dan perasaan takut (vress).58 
4. Tindak pidana dalam Hukum Islam 
Tindak pidana Islam biasa disebut dengan jarimah, istilah jarimah (tindak 
pidan menurut Islam) sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa 
pidana atau delik dalam hukum pidana nasional. Artinya satuan atau sifat dari 
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suatu pelanggaran hukum. Jarimah ada dasarnya mengandung pengertian 
perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi menurut makna bahasa pengertian ini sama 
dengan pengertian jinayah. Menurut Abd. Qadir Audah, jarimah adalah 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah swt 
dengan hukuman hudud atau hukuman takzir.59 
Ditinjau dari unsur-unsur jarimah  atau tidak pidana, objek utama kajian 
fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) al-rukn al-syar‟i atau 
unsur formil, 2) al-rukn al-madi atau unsur materil, dan 3) al-rukn al-adabi atau 
unsur moril. 
 
a. Al-rukn al-syar‟i atau unsur formal ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada undang-undang 
yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak 
pidana. 
b. Al-rukn al-madi adalah unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan 
sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun 
yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu). 
b. Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, 
atau sedang berada di bawah ancaman. 
                                                 
59Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Makassar: Alauddin University Makasssar, 
2014), h. 7. 




Selain objek utama kajian fiqih jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur 
tindak pidana atau arkan al-jarimah. Dan terdapat beberapa jenis jarimah atau 
tidak pidana dalam Islam diantaranya: 
1) Jarimah kisas yang terdiri atas: 
a) Jarimah pembunuhan. 
b) Jarimah penganiayaan. 
2) Jarimah hudud yang terdiri dari atas: 
a) Jarimah zina 
b) Jarimah qadzf (menuduh muslimah baik-baik berzina) 
c) Jarimah  syurb al-khamr (meminum-minuman keras) 
d) Jarimah al-baghyu (pemberontakan) 
e) Jarimah al –riddah (murtad) 
f) Jarimah al sariqah (pencurian) 
g) Jarimah al-hirabah (perampokan) 
3) Jarimah ta‟zir 
Jarimah ta‟zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas 
diatur oleh Al-Qur‟an dan hadis.Aturan teknis, jenis dan pelaksanaaanya 
ditentukan oleh penguasa setempat.Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak 
terbatas, sesuai dengan kejahatan yang akibat godaan setan dan manusia.60 
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C. Tinjauan Tentang Korupsi 
1. Pengertian  korupsi 
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio”,”corruption”  
(inggris) dan “corruptie” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan 
yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan (Sudarto, 1976:1).  
Dalam Black‟s Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak 
dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk  
mendapatkan  suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan 
dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Black,1990). 
Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara 
tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi 
dan golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi 
adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) atau kedudukan 
publik untuk kepentingan pribadi.61 
Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, 
bertentangan dengan moral atau aturan hukum maka apabila perbuatan tidak 
dicegah atau ditanggulangi akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak 
harmonis, dan akan berproses ke arah individualisme, main suap dan yang 
semacamnya. Pada gilirannya mentalis individu, kelompok dan sebagai 
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masyarakat, bangsa kita, akan diwarnai oleh sikap culas dan nafsu 
menguntungkan diri sendiri yang biasanya dicapai dengan menghalalkan segala 
macam cara. 
Perbuatan korupsi sebagai perbuatan  pidana yang mempunyai indikasi 
terhadap penggerogotan kekayaan negara akan mengancam dan menghambat 
pembangunan negara, mengacaukan rencana pembangunan, mengakibatkan 
kekayaan negara negara hanya dinikmati oleh sekelompok orang, membuka 
peluang dan kesempatan bagi perbuatan manipulatif lainnya dan menimbulkan 
efek di luar aturan hukum.62 
Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian hukum pidana yang 
mempunyai spesifikasi tertentu berbeda dengan tindak pidana umum. Karenanya 
adanya penyimpangan hukum pidana formil dalam hukum acara yang berlaku 
terhadap tindak pidana korupsi.63 Penyimpangan tersebut ada sebab korupsi 
merupakan kejahatan luar biasa. Sementara itu, Romly Atmasasmita sangat setuju 
korupsi di Indonesia digolongkan sebagai extra ordinary crime. Menurut Romli 
Atmasasmita digolongkannya korupsi di Indonesia sebagai extra ordinary crime  
adalah karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan 
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terhadap kemanusian (crime against humanity), karena akibatnya sangat 
membahayakan bagi kehidupan manusia.64 
2. Tipologi tindak pidana korupsi 
Untuk mengenal bentuk dan jenis tindak pidana korupsi perlu dicermati 
melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak 
pidana korupsi  yang ada dalam khazanah peraturan perundang-undangan yang 
selama ini ada dan berlaku. 
Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat lima tipilogi 
korupsi dengan sub a sampai sub b, yaitu: 
a. Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 
1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan : “setiap orang 
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomiaan negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun  dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).” 
b. Tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 
1999 Jo. Undang-undang  No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: “setiap orang 
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yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomiaan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan denda paling 
sedikit  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).” 
c. Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 merupakan 
Pasal-Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP kemudian ditarik 
menjadi tindak pidana korupsi. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga 
dapat dibagi menjadi 4 (empat) pengelompokkan, yaitu: 
1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan 
Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan yakni Pasal 209, Pasal 210, 
Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Ketentuan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 
418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP ditarik menjadi Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 
Undang-undang No. 20 tahun 2010 dalam pandangan doktrin Ilmu Pengetahuan 
Hukum Pidana, ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210 atau Pasal 5 dan Pasal 6 
Undang-undang No. 20 tahun 2001 dikategorisasikan ke dalam penyuapan aktif 
(Aktieve Omkoping)dan ketentuan Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP dan Pasal 
420 KUHP, Pasal 12a dan Pasal 12b Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ke 
dalam penyuapan pasif (Pasieve Omkoping). Ketentuan Pasal 209 KUHP 
(pemberi suap) berpasangan dengan ketentuan Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 




KUHP (Pegawai Negeri yang menerima suap). Adapun ketentuan Pasal 6 
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 210 KUHP (Pemberi suap 
kepada hakim dan advokat) berpasangan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-
undang No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 420 KUHP (hakim dan advokat 
yang menerima suap) terhadap perkara yang ditanganinya. 
2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yaitu Pasal 415, 416, dan 
Pasal 417 KUHP. 
Pada dasarnya, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan ke dalan 
Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-
undang No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut: Pasal 8 menyebutkan dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tuju ratus lima puluh juta 
rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara 
waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan 
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil 
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut; Pasal 9 
menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh 
juta rupiah) dan paling lama Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) 
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan 




sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 
administrasi; dan Pasal 10 menyebutkan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling lama Rp. 350.000.000,- 
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai 
negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus 
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: (a) menggelapkan, menghancurkan, 
merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar 
yang untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang 
dikuasai karena jabatannya; atau (b) membiarkan orang lain memnghilangkan, 
menghancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat 
atau daftar tersebut: atau (c) memantau orang lain, menghilangkan, 
menhancurkan, merusakan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, 
atau daftar tersebut. 
3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerasukan (knevelarij, Extortion) yakni 
Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP. 
4) Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan. Laverensir 
dan rekanan, yakni Pasal 387, 388, dan 435 KUHP. 
d. Tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan 
jahat, serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh orang lain di luar wilayah indonesia 
(Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang No.31 Tahun 1999) 




e. Tipe kelima berupa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana 
korupsi sebagaimana diatur dalam  Bab III Pasal 21 dengan Pasal 24 Undang-
undang No.31 Tahun 1999. 
3. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi 
Ada beberapa sebab terjadinya korupsi di Indonesia, karena kondisi sosial 
ekonomi yang rawan, sehingga orang melakukan korupsi dengan tujuan    
mempertahankan hidupnya, akan tetapi ini lama-kelamaan bergeser menjadi 
keinginan untuk memperoleh kemewahan hidup. Penyebab lainnya adalah 
kelemahan mekanisme organisasi dan tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan 
secara benar. Penyebab lainnya adalah berupa kelemahan mekanisme organisasi 
dan tidak dilaksanakannya fungsi pengawasan secara wajar. Menurut Baharuddin 
Lopa, hal ini mendorong seseorang yang tidak kuat imamnya melakukan 
korupsi.65 
Kurangnya kontrol dari masyarakat atau lembaga pengawasan terhadap 
aktivitas pejabat birokrasi atau pejabat politik. Pengawasan menjadi sangat sentral 
untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat 
administrasi pemerintahan atau pejabat politik. Jenis pengawasan yang dapat 
dilakukan adalah pengawasan sosial, pengawasan internal, pengawasan oleh 
lembaga lain seperti komisi-komisi atau lembaga negara independen. Apabila 
pengawasan tidak maksimal dilakukan, maka kekuasaan dengan leluasa 
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melakukan praktik curang dan tidak akan dapat memenuhi asas-asas pemerintahan 
yang baik.66 
Beberapa faktor lainnya adalah berupa penegakan hukum yang tidak 
konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan 
yang antikorup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan dan 
keserakahan, budaya member upeti, imbalan dan hadiah, konsekuensi bila 
ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, budaya permisif/serba 
membolehkan, tidak mau tahu, serta gagalnya pendidikan agama dan etika. 
Terhadap faktor penyebab korupsi yang disebutkan terakhir, gagalnya 
pendidikan agama dan etika, tampaknya berasal dari pemikiran Franz Magnis 
Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral 
bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk 
agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkutat 
pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak 
berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Frans, sebenarnya aagama bisa 
memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan 
institusi lainnya, sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan 
para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama 
diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa korupsi dapat membawa 
dampak yang sangat buruk. 
                                                 
66Farida Patittingi, Fajlurrahman Jurdi, Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di 
Atas Hegemoni Oligarki (Makassar: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 52. 




Dengan demikian, faktor penyebab korupsi secara umum dapat 
diklarifikasi menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.Faktor 
internal berkaitan dengan pelaku korupsi sebagai pemegang amanat berupa 
jabatan dan wewenang yang diembangnya.Sedangkan faktor eksternal berupa 
sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang 
sehingga bisa membuka peluang terjadinya korupsi.67 
 
4. Korupsi dalam Hukum Islam 
Dalam khazanah pemikiran hukum Islam (fiqh) klasik, perilaku korupsi 
belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai, ketika para fuqaha 
berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (akl 
amwal al-nas bi al-bathil) seperti yang diharamkan dalam al-Quran, tetapi apabila 
merujuk kepada kata asal dari korupsi (corrup), maka dapat berarti merusak 
dalam (bentuk kecurangan) atau menyuap. Di antara berbagai bentuk kejahatan ini 
nampaknya paling mirip substansinya dengan korupsi ialah ghulul yang diartikan 
sebagai pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan 
perang dan risywah atau yang biasa dikenal dengan istilah suap. 
Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan 
yang bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), 
dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang 
menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat 
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dikategorikan termasuk perbuatan fasad, kerusakan di muka bumi, yang juga amat 
dikutuk Allah Swt.68 
Makna korupsi demikian luas, sehingga Andi Hamzah menjelaskan bahwa 
kehidupan yang buruk dalam penjara, masalahnya sering disebut sebagai 
kehidupan yang korup, sebab segala macam kejahatan terjadi di sana. Meskipun 
kata corruption luas artinya, namun arti kata corruption sering disamakan dengan 
penyuapan. Dalam bahasa Arab suap disebut riswah, menurut Kamus Arab 
Indonesia artinya sama dengan korupsi. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam kata 
riswah berasal dari bahasa Arab rasya-yarsyu-rasywan yang berarti sogokan atau 
bujukan. Istilah lain yang bisa dipakai dikalangan masyarakat ialah suap dan uang 
tempel, uang semir dan pelicin. 
Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyidb as-Sarif al-Jurjani (740 H/1339 
M-816 H/1413 M) seorang ahli bahasa dan ahli fikih memberikan penjelasan 
tentang riswah adalah sesuatu (pemberian) yang diberikan kepada seseorang 
untuk membatalkan sesuatu hak (benar) atau membenarkan yang batil.69\ 
Term –term yang digunakan oleh hukum pidana Islam tentang korupsi 
meliputi al-ghulul artinya penggelapan yang dilakukan untuk memperkaya diri 
sendiri, riswah (suap) adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada 
seorang hakim atau yang bukan hakim agar memutuskan suatu perkara untuk 
kepentingannya itu atau agar mengikuti kemauannya. Ghasab adalah mengambil 
                                                 
68Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II, ( Watampone: Syahadah, 2016), h.143. 
69Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II, h. 142-143. 




sesuatu yang merupakan hak milik orang lain secara zalim atau secara paksa 
dengan terang-terangan, khianat adalah sikap mental seseorang yang tidak 
konsisten dengan amanah yang diberikan kepadanya, seseorang yang menyia-
nyiakan suatu amanah yang dipercayakan kepadanya, seoarang yang ingin 
mengambil hak orang lain tanpa hak, serta sariqah (pencurian).70 
Bahwa korupsi termasuk dalam wilayah jarimah ta‟zir karena diperkuat 
dengan pendapat Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah Al-
Riswah fi  Al-syari‟ah Al-Islamiyyah Ma‟a Dirasah Nizam Mukafahah Al-
Risywah fi Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Su‟udiyyah, (di halaman 113) dan 
Ibrahim Hosen dalam makalahnya yang berjudul Sumpah Jabatan dalam 
Pandangan Islam yang keduanya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi 
termasuk jarimah ta‟zir bukan jarimah hudud. 
Pendapat di atas berbeda dengan studi ulama Muhammadiyah dalam Fikih 
Anti Korupsi: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhhamadiyah (Jakarta: 2006), 
halaman 70-80 yang menyebutkan bahwa konsep yang dapat diambil untuk 
menindak pelaku korupsi secara tegas adalah hirabah yang disebutkan dalam QS. 
Al-Maidah/ 5: 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki 
secara silang, atau diasingkan.71 
Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan 
tingkat kejahatannya.Mulai dari sanksi materil, penjara, pemecatan jabatan, 
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cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Karena tidak adanya 
nash qath‟i  yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini.72 
D. Kerangka Konseptual 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif (qualitative research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 
berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari 
sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan 
kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu 
melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosial. Pemahaman ini merupakan 
hasil interaksi sosialnya.73 
2. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, khususnya di Pengadilan 
Negeri Makassar Klas 1A Khusus. Lokasi Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A 
Khusus dipilih sebab didukung oleh perkara atau kasus korupsi yang masih marak 
terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan Sulsel berada pada peringkat ke-7 
nasional terkorup versi KPK, sehingga sangat menarik untuk diteliti. 
 
                                                 




B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu: 
1. Pendekatan teologis normatif 
Pendekatan teologis normatif berarti pendekatan kewahyuan atau 
pendekatan keagamaan dengan melandaskan pada sumber-sumber hukum Islam. 
Pendekatan teologis normatif dirangkai dengan melihat permasalahan yang ada 
dan menariknya ke dalam perspektif hukum sesuai dengan sumber hukum Islam. 
2. Pendekatan yuridis normatif 
Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan 
menganalisa Pasal-Pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
suatu permasalahan (problem). Analisis Pasal ini dimaksudkan untuk melihat 
substasial aturan yang ada dalam regulasi dengan kenyataan yang ada di 
masyarakat. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian tersebut terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut 
dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah suatu sumber pokok untuk mendapatkan data 




Pengadilan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus 
dengan menggunakan metode wawancara atau interview pada informan, guna 
mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang 
bersifat berimbang dan terbatas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. 
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah  sumber data tambahan yang diambil dari 
kajian pustaka berupa buku, jurnal dan referensi-referensi lainnya. 
D. Metode Pengumpulan data 
Adapun metode pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Observasi atau Pengamatan  
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.74 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan metode utama yang di dalam mengumpulkan data 
kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 
                                                 





keterangan untuk tujuan penlelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 
atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan 
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian 
kekhasan mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.75 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi atau metode dekomenter adalah salah satu metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.76Metode 
dokumenter dilakukan dengan pengambilan gambar dalam proses penelitian 
berlangsung. Dokumentasi biasa dilakukan dalam proses wawancara atau dalam 
proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis. 
E. Instrumen  Penelitian 
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan meliputi, peneliti sendiri, 
pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data 
dari informan secara sistematis, pedoman observasi yang berfungsi sebagai 
pengarah jalannya observasi sehingga penelitian bisa tepat sasaran, dan kamera 
sebagai instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian. 
 
 
                                                 





F. Teknik Pengelolaan  Dan Analisis Data 
1. Teknik pengelolaan 
a. Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah 
dikumpulkan, meliputi melengkapi data yang kurang atau kosong, 
memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurang  jelasan dari pencatatan data, 
memeriksa konsistensi data sesuai dengan data yang diiginkan, memeriksa 
keseragaman hasil pengukuran (misalnya keseragaman satuan) dan memeriksa 
reliabilitas data (misalnya membuang data-data yang ekstrim). 
b. Coding adalah kegiatan untuk membuat pengkodean terhadap data sehingga 
memudahkan untuk dianalisis.77 
2. Analisis data 
Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 
penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan 
makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 
mencapai tujuan penelitian.  Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data adalah malakukan penyederhanaan, pengabstrakan, 
pemilahan dan pemetaan (persamaaan dan perbedaan) sesuai dengan fokus 
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penelitian secara sistematis dan intregral.78Data reduksi intinya mengurangi data 
yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat diproses ke langkah 
selanjutnya.79 
b. Penyajian data (data display) 
Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 
diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan 
memudahkan untuk memaknainya. 
c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data setelah 
sebelumnya dilakukan reduksi dan penyajian data, yang menjelaskan alur sebab 
akibat suatu fenomena dan nouma terjadi.80 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif harus memenuhi keabsahan data (Lincoin dan Guba, 
1985). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan kriteria yakni: 
a. Triagulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain di luar data untuk kepeluan pengecekan atau sebagai pembanding 
terhadap data tersebut. 
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b. Mengadakan member check yaitu dengan menguji kemungkinan duga-dugaan 
yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek 
analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan 
















                                                 






A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus  
Pengadilan Negeri Makassar tepat berada di jalan R.A Kartini Nomor 
18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan serta berada dalam titik koordinat 119° 24ˈ BT- 5 ° 8ˈ 97.0  LS. 
Adapun batas-batasnya sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Kartini  
b. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Sudirman  
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Ammanagappa 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan gedung Kejaksaan Negeri Makassar  
Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan sejarah didirikan pada tahun 
1915 dengan nama Raad Van Justitia. Dahulunya bangunan tersebut menghadap 
tiga jalan, yaitu Juliana Weg di Utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di 
Timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan (sekarang jalan 
Ammanagappa). Bangunan Pengadilan Negeri Makassar pula terbagi dua meliputi  
Raad Van Justitia sebagai pengadilan untuk orang Cina, dan orang pribumi 




pengadilan untuk orang-orang pribumi berada dibagian Selatan bangunan. 
Pasca kemerdekaan kantor tersebut berubah nama menjadi Pengadilan Negeri 
Makassar berdasarkan SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Sekarang 
ini kembali berubah dengan nama Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus 
Makassar.82 




                                                 




3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus 
Visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga pengadilan 
yang menyelenggarakan peradilan yaitu: 
a. Visi adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A yang Agung  
b. Misi  
Adapun misi dari Pengadilan Negeri Kelas I A khusus sebagai berikut: 
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A khusus. 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di  Pengadilan Negeri Makassar Kelas 
I A khusus. 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar 
Kelas I A Khusus. 83 
B. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus 
Pengadilan Negeri Makassar merupakan pelaksana kekuasaaan kehakiman 
di tingkat pertama. Secara umum tugas pokok dari Pengadilan Negeri Makassar 
meliputi: 
1. Mengadili dan  menyelesaikan daftar perkara yang diajukan sesuai dengan 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
                                                 




2. Mengelola dan menyelesaikan administrasi perkara dan administrasi 
umum lainnya.  
Dalam rangka merealisasikan amanat Undang-undang Dasar 1945 dalam 
hal kekuasaan kehakiman khususnya Pengadilan Negeri Makassar tentunya 
menengani perkara pidana dan perdata, beserta perkara-perkara khusus. Adapun 
perkara-perkara khusus dilingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu: 
a. Pidana Anak 
b. Pidana Korupsi  
c. Pidana Perikanan 
d. Hak Asasi Manusia 
e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
f. Kepailitan dan PKPU 
g. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) 
Sejalan dengan penjelasan di atas, setiap pengadilan di bawah naungan 
Mahkamah Agung  masing- masing memiliki kompetensi absolut dan kompetensi 
relatif. Kompetensi absolut dimaksudkan adalah suatu pengadilan berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang berkaitan dengan 
jenis dan tingkatan pengadilan yang ada sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sedangkan kompetensi relatif dimaksudkan suatu pengadilan tentu 




 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu kompetensi absolut 
dari pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus yang lahir berdasarkan Undang- 
undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Setiap 
pengadilan tindak pidana korupsi berada atau berkedudukan di setiap ibukota 
kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri 
yang bersangkutan. Berbeda dengan daerah khusus Ibukota Jakarta dimana 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan disetiap kotamadya yang daerah 
hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dalam 
Pasal 6 Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: 
a. Tindak pidana korupsi 
b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adallah tindak 
pidana korupsi; dan/atau  
c. Tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-undang lain ditentukan 





                                                 




C. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian yang Bersifat Terbatas dan 
Berimbang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar Kelas IA Khusus. 
Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus 
satu-satunya yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara tindak pidana 
korupsi di Sulawesi Selatan. Selain itu, Undang-undang menjadi perangkap dalam 
membuktikan modus korupsi dengan melibatkan penegak hukum.  
Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus, kekhususan tersebut 
mengakibatkan tindak pidana korupsi memiliki sistem pembuktian tersendiri yang 
termuat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang berbeda dengan tindak pidana khusus lainnya. Apalagi 
tindak pidana umum, Hal tersebut merupakan aturan yang terlahir dari adanya 
asas lex spesialis derogat legi generalis artinya hukum yang lebih khusus 
mengesampingkan hukum yang lebih umum, maka dari itu Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak lagi digunakan secara penuh dalam 
mengadili pelaku korupsi melainkan Undang-undang korupsi itu sendiri.  
Sistem pembalikan beban pembuktian yang anut di dalam konsep  hukum 
beracara terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, hakekatnya diadopsi dari 
negara seperti Malaysia, Inggris, dan Singapura sebagai negara anglo saxon. 
Secara teori, penerapan pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan pada 




pembalikan beban pembuktian telah merambah ke tindak pidana pencucian uang 
atau money loundry  
Penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan 
berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah berlaku sejak tahun 1960  
dan telah mengalami perubahan dimulai dari tahun 1971, 1999, 2001 dan 
beberapa tambahan Pasal. Saat ini,  pembalikan beban pembuktian  tercantum 
pada Pasal 37, 37 A, 38 A,  38 B  UU No. 20 Tahun 2001.  Undang –undang ini 
dibentuk dalam upaya yang tidak tangung-tanggung, sebab mengelaborasikan 
antara dua sistem pembuktian sekaligus yakni pembuktian khusus melalui 
Undang-undang dan pembuktian secara umum melalui KUHAP. Pada prinsipnya 
pembuktian ini hadir untuk memudahkan penegak hukum untuk melihat adanya 
indikasi korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum.  
Terhadap pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa, hakim akan 
mempertimbangkan semuanya dan hakim bebas dalam menentukan pedapatnya 
seperti, 1) keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa itu sendiri, 2) jika 
terdakwa terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu, dipakai 
sebagi hal yang menguntungakan pribadinya. 3) jika terdakwa tidak dapat 
membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan 
penghasilan dan sumber pemasukan kekayaan, maka keterangan itu, dapat 




melakukan tindak pidana korupsi, atau dengan lain keterangan itu merugikan 
terdakwa.85 
 Masalah korupsi memang tidak ada habisnya. Siapapun bisa terjerat dan 
dijerat oleh penegak hukum. Dalam data yang ditemukan, fenomena korupsi 
cukup subur terutama di Sulawesi Selatan, dalam kurung waktu 5 (lima) tahun 
terakhir jumlah perkara korupsi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar 
Klas IA Khusus semakin banyak. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 Jumlah Kasus Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Klas IA 
Khusus (2014-2018) 
No. Tahun Jumlah 
1. 2014 105 Kasus 
2. 2015 98 Kasus 
3. 2016 125 Kasus 
4. 2017 134 Kasus 
5. 2018 112 Kasus 
Jumlah  574 Kasus 
 
Pada praktik pembalikan beban pembuktian dalam perkara korupsi 
ternyata belum terlaksana di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus. 
Seluruh elemen atau stekholder pengadilan masih mengesampingkan sistem 
pembuktian tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan pembalikan beban 
pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, kehadiran pembuktian ini 
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masih sia-sia sebagai asas yang mampu mengarahkan Jaksa Penuntut Umum dan 
Hakim Tipikor dalam memperkuat dugaanya terhadap pelaku korupsi. 86 
Menurut Bambang Nurcahyono pembalikan beban pembuktian diartikan 
bahwa siapa yang memiliki harta yang diduga korupsi maka pemilik harta tersebut 
harus atau wajib membuktikan, namun proses pembuktian itu mengalami banyak 
kesulitan. Kesulitan ini kemudian memperhadapkan pada pengkajian lebih lanjut, 
salah satu kesulitannya adalah terdakwa sulit membedakan antara harta korupsi 
dan harta pokoknya.87 
Sikap terdakwa dalam pembalikan beban pembuktian sejatinya 
membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan 
oleh penuntut umum dan berkewajiban menerangkan seluruh harta bendanya 
sendiri, harta benda istrinya, atau suaminya (jika terdakwa  adalah perempuan), 
harta anaknya, harta benda setiap orang korporasi atau badan hukum yang diduga 
ada kaitannya dengan perkara tersebut. Dari dua hal yang harus dilakukan oleh 
terdakwa mengakibatkan peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian 
korupsi  bersifat terbatas. Terbatas bukan berarti Penuntut Umum tidak lagi 
membuktikan dakwaannya, ketentuan ini berada pada pasal 37 A ayat 3. Bagi 
Penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan sesuai dengan teori negatif 
menurut Undang-undang.  
Pembebanan pembuktian dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri 
Makassar Klas IA Khusus masih dibebankan pada Jaksa penuntut Umum atau 
pembuktian biasa yang didasarkan pada proses penyidikan kepolisian atau Komisi 
Pembentasan Korupsi (KPK) yang nantinya akan dibuktikan dalam proses 
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pembuktian. Dalam hal ini Hakim Tipikor dalam memeriksa perkara melandaskan 
pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Persoalannya kemudian pembalikan beban 
pembuktian belum bisa diterapkan secara efektif dikarenakan Jaksa Penuntut 
Umum  masih mendominasi proses pemeriksaaan perkara korupsi. 88 
Sistem pembuktian pada umumnya terdapat 3 sistem yaitu, 1) sitem 
terbalik, 2) sistem biasa (seperti KUHAP, kewajiban pada Jaksa Penuntut Umum 
dengan prinsip: negative berdasarkan Undang-undang, 3) sistem semi terbalik 
atau bisa juga disebut sistem berimbang terbalik. Pertayaannya kemudian ketiga 
sistem tersebut tidak lebih oleh penegak hukum terkadang masih disalah 
tempatkan. Jika dicermati karakteristik ketiga sangatlah berbeda begitupun dalam 
penerapan pembuktiannya. Namun, dalam hal membuktikan korupsi, Pengadilan 
Negeri Makassar masih kebingungan dan lebih bertumpu pada konsep pembuktian 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan beban 
pembuktiannya kepada Jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa pembalikan beban 
pembuktian tidak diterapkan secara efektif dalam pelaksanaanya sehingga 
pembalikan beban pembuktian belum bisa membantu dalam mengungkap kasus-
kasus yang berkenaan dengan korupsi. Untuk itu pembahasan perubahan terhadap 
regulasi tersebut perlu diadakan agar aturan pembalikan beban pembuktian bukan 
sekedar aturan saja yang jarang digunakan bahkan tidak digunakan agar dapat 
dipergunakan.  
Berdasarkan pemikiran Bambang Nurcahyono yang menyatakan 
pembalikan beban pembuktian bisa berdampak positif dalam mempermudah 
mengetahui aset terdakwa sehingga proses beracara untuk mengetahui kebenaran 
materil bisa terwujud. Metode pembalikan beban pembuktian jika dilaksanakan 
                                                 
88Bambang Nurcahyono selaku Hakim Karier Tipikor, Wawancara di Pengadilan Negeri 




secara efisien bisa memudahkan Jaksa maupun hakim dalam pembuktian, 
kaitannya itu pembalikan beban pembuktian berdiri atas kepentingan negara dan 
hukum daalam bertindak bagi pelaku korupsi. 89 
 
D. Hambatan Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian yang Bersifat 
Terbatas dan Berimbang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di 
Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus 
Pelaksanaan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan 
berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuai banyak kesulitan atau 
kendala, bahkan belum diterapkan secara murni berdasar pada teorinya. Ada 
beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan pembalikan beban pembuktian 
di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus.  
1. Kurang adanya prosedur penerapan pembalikan beban pembuktian yang 
bersifat terbatas dan berimbang. 
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tiindak Pidana Korupsi belum merincikan secara 
jelas prosedur penerapan pembalikan beban pembuktian. Kelemahan norma atau 
substansi hukum yang belum memadai sehingga pembalikan beban pembuktian 
tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat secara penuh yang dapat 
menghendaki Hakim untuk memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa 
mengenai kepemilikiam hartanya baik harta hasil korupsi maupun harta 
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sahnya.90Dari mulai diudangkan peraturan dan implementasinya ternyata berbeda, 
justru hakim memadang pembalikan beban pembuktian sebatas wacana.  
Tata cara pelaksanaan persindangan adalah hal yang sangat penting.  Dari 
setelah sidang dinyatakan terbuka dan dibuka secara umum hingga sidang ditutup 
dengan pembacaan putusan sidang telah dijelaskan melalui KUHAP dan Undang-
undang khusus. Lemahnya pemeriksaan terdakwa dalam persidangan tindak 
pidana korupsi tidak menempatakan dengan cara apa atau langkah apa yang perlu 
dituju terdakwa untuk membuktikan dirinya atau menempatkan pembalikan beban 
pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Belum lagi, hakim tindak 
pidana korupsi tidak dapat mengarahkan terdakwa melaksanakan pembalikan 
beban pembuktian di muka persidangan. Ketidakmampuan hakim menyesuaikan 
diri atas minimnya prosedur penerapan pembalikan beban pembuktian justru 
menambah kelumpuhan pembuktian tersebut.  
2. Kurang adanya persamaan persepsi penegak hukum dalam menerapkan 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang. 
Sistem peradilan korupsi yang tidak bisa dipungkiri memiliki alur yang 
cukup rumit, belum lagi praktek pembalikan beban pembuktian yang relatif 
membutuhkan pengkajian panjang. Ruang lingkup penerapannya yang tidak 
memiliki keseragaman antara hakim-hakim tipikor sehingga masing-masing 
penegak hukum mencari format, model, dan persamaan persepsi dalam 
                                                 
90Bambang Nurcahyono selaku Hakim Karier Tipikor, Wawancara di Pengadilan Negeri 




merealisasikan pembalikan beban pembuktian.91 Langkah menyamakan persepsi 
dapat ditindak lanjuti dengan kebijakan-kebijakan lapangan yang sedapat 
mungkin menyelaraskan nilai-nilai atau idealis para penegak hukum.  
3. Jaksa Penuntut Umum masih memegang beban pembuktian secara penuh. 
Pasal 13 KUHAP menerangkan bahwa Penuntut umum adalah Jaksa yang 
beri wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan putusan hakim. Sebelum penuntutan di muka persidangan terdapat 
pelimpahan perkara dari penyidik yang bertugas untuk melakukan penyidikan atau 
pengusutan atas tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Pasca pelimpahan 
perkara Jaksa Penuntut Umum mengambil alih perkara tersangka dan 
melimpahkannya kembali ke pengadilan yang berwenang mengadili.  
Setelah melimpahkan perkara di Pengadilan Negeri yang berwenang maka 
penuntut umum berwenang mendakwa pelaku sesuai dengan bentuk kejahatan dan 
Undang-undang yang belaku. Dalam mendakwa pelaku, maka Jaksa penuntut 
Umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaanya dan terdakwa dapat 
melakukan pembelaan atas dirinya tanpa berkewajiban untuk menjelaskan 
perbuatannya.  
Berbeda dengan teori pembalikan beban pembuktian terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi, dimana terdakwa juga memiliki  hak  untuk membuktikan 
dirinya tidak bersalah dan berkewajiban menerangkan harta kekayaanya dan harta 
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yang terkait denganya, meskipun jaksa tetap berkewajiban membuktikan 
dakwaanya. Akan tetapi realitasnya terdakwa justru tidak melakukan beban 
pembuktian yang bersifat berimbang atau menyalahi aturan pembuktian khusus 
yang sesuai dengan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 
justru Jaksa yang beban pembuktiannya hanya terbatas di dalam persidangan 
berubah menjadi pembuktian penuh dalam meyakinkan hakim bahwa terdakwa 
tersebut benar-benar bersalah.  
Secara kasat mata pada penerapannya, tidak ada perbedaan yang mencolok 
antara proses dan atau pembuktian korupsi dengan pembuktian delik lainnya di 
Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus.92 Dasar dan Undang-undang 
berbeda, prinsip pembuktian berdiri sendiri, namun proses berlakunya sama, dapat 
diartikan pembalikan beban pembuktian tak lebih dalam rumusan Pasal saja. 
4. Kesulitan terdakwa untuk melakukan pembedahan harta kekayaan yang 
dimiliki 
Terdakwa adalah orang atau sekelompok orang yang dituntut, diperiksa 
dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa korupsi merupakan orang yang diadili 
dalam kasus penggerogotan hak rakyat  atau kekayaan negara. Kedudukan (hak 
dan kewajiban) terdakwa korupsi dan terdakwa tindak pidana lainnya di dalam 
Undang-udang cukup berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada saat 
terdakwa diadili oleh pihak terkait saat proses persidangan berlangsung. 
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Masalahnya kemudian tidak semua tedakwa dapat menjalankan kewajibannya dan 
menerima haknya, termasuk terdakwa korupsi.  
Dalam Undang-undang disebutkan bahwa terdakwa harus menjelakan 
keseluruhan hartanya, harta istri atau suaminya, harta anaknya, dan harta badan 
hukum terkait baik dari pemasukan atau harta inputnya hingga pengeluaran atau 
harga outpunya. Terlebih lagi harta-harta sebelumnya saat sebelum melakukan 
tindakan korupsi harus pula dipertanggung jawabkan. Kesulitan terdakwa korupsi 
untuk memilah-milah atau menyampaikan harta pokok dan harta korupsi 
kemudian menambah deretan pasti kesulitan penerapan pembalikan beban 
pembuktian di Pengadilan Negeri Makssar Klas 1A khusus.93  
5. Adanya perselisihan penerapan secara yuridis 
Terdapat dua sudut pandang atau pandangan mengenai penerapan 
pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, bahwa 
ketentuan ini hanya mendesak asas “presumption of innocence” dan bukan 
merupakan pembalikan beban pembuktian.94 Sebagaimana yang diterapkan dalam 
hukum acara pidana pada Pasal 66 KUHP, menyatakan bahwa “Tersangka atau 
terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Semenatar itu keadaan 
pembalikan beban pembuktian pula bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam implementasinya menyalahi prinsip Pasl 36 ayat 1 atas 
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perlindungan dalam bentuk pemenjaraan atau penahanan apapun bagi semua 
orang serta resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 43/1739 
Desember 1988 yang menyatakan kewajiban pembuktian tidak dibebankan 
kepada terdakwa.  
Menurut Indriyanto Seno Adji, menyebutkan pembuktian atas kesalahan 
tidak dibebankan kepada terdakwa bahkan tidak pernah diwajibkan 
mempersalahkan diri sendiri (non self incrimination), lebih lanjut terdakwa 
memiliki hak untuk diam (the right to remain silent). Kesemuanya merupakan 
bentuk penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tak boleh di 
renggut atau dikurangi oleh siapa dan apa pun alasannya juga.95 
Penerapan mengenai pembalikan beban pembuktian juga mendapatkan 
dukungan dalam penegakannya dikarenkan korupsi suatu keadaan luar biasa yang 
sangat menghendaki penhatian  dan penanganan secara cepat termasuk dalam 
melahirkan sebuah sistem pembuktian baru demi mendapat pengaruh besar 
terhadap perilaku korupsi yang terus menyebar yang akibatnya dapat 
menyengsarakan kehidupan rakyat. Penggunaan pembalikan beban pembuktian 
telah menjadi kebijakan legislasi untuk menghadapi kejahatan extra ordinary 
crime atau kejahatan luar biasa termasuk korupsi.  
 Dari  dua rumusan tersebut, tidak bisa dipungkiri adanya perbendaan 
perspektif atau pandangan para ahli hukum termasuk hakim-hakim di Indonesia 
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terhadap keberadan pembalikan beban pembuktian. Kalangan hakim di Indonesia  
terutama di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus, ada yang menilia dapat 
diterapkan begitupun sebaliknya ada yang menilai tidak dapat dilakukan.   
Dapat dianalisis bahwa masih banyak kesulitan-kesulitan yang 
menghambat penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan 
berimbang di lingkup pengadilan negeri. Dengan demikian, pemerintah khususnya 
legislasi wajib mematangkan regulasi dan berupaya menutupi kendala 
implementasi pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi di 
pengadilan.  
E. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pembalikan Beban 
Pembuktian yang Bersifat Terbatas dan Berimbang  
1. Pandangan hukum Islam terhadap  pembalikan beban pembuktian yang 
bersifat terbatas dan berimbang  
Berbicara tentang konsep peradilan Islam dengan pembalikan beban 
pembuktian. Timbul pertayaan, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap 
sistem pembuktian ini? bolehkah seseorang di hadapan hakim menuduh orang lain 
melakukan kesalahan dan membebankan alat-alat bukti kepada pihak tersangka 
atau terdakwa. Untuk menjawab masalah ini dapat ditela‟ah melalui tiga kajian: 
a. Kajian kesejarahan dalam Al-Quran  
Prinsip pembuktian dalam Islam memang membebankan pada penuduh, 




saja peristiwa yang melibatkan Nabi Yusuf dan Zulaikha yang diceritakan dalam 
Q.S. Yusuf/12:26-29 yakni: 
                
                 
                
                
   َ
Terjemahnya: 
26) Dia (Yusuf) berkata: "Dia menggodaku dan marayu diriku.” Seorang 
saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, “Jika baju 
gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan (Yusuf) 
termasuk orang dusta. 27)  Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka 
perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar." 
28) Maka ketika dia (suami perempuan itu) melihat baju gamisnya (Yusuf) 
koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya ini tipu dayamu, tipu 
dayamu benar-benar hebat”. 29) Wahai Yusuf: “Lupakanlah ini, dan (istriku) 
mohon ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang 
bersalah”.96 
Seharusnya kasus  di atas menempatkan Zulaikha untuk membuktikan 
kebenaran perkara tersebut, dikarenakan Zulaikha tidak memiliki alat bukti maka 
Nabi Yusuf diminta untuk membuktikan atas dirinya dan mempertahankan atas 
dirinya dengan berkata “Dia menggodaku untuk menundukkan diriku 
(kepadanya)”. Tiba-tiba orang di dekat Zulaikha  berkata  "Sesungguhnya kunci 
persoalan ini terletak pada pakaian Yusuf. Jika pakaiannya robek dari depan, 
maka ini berarti Yusuf memang ingin melakukan tindakan asusila. Wanita itu 
akan merobek pakaian Yusuf untuk mempertahankan dirinya”. sehingga Nabi 
                                                 




Yusuf Memperhadapkan pakainnya. Dan pada akhirnya Penguasa Mesir 
memutuskan bahwa Zulaikha yang bersalah  
Dari kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha sekiranya dapat diambil prinsip ajaran 
hukum dari penerapan pembalikan beban pembuktian, ajaran tersebut kemudian 
memperlihatkan bahwa pembuktian tidak lagi dibebankan pada pendakwa 
(penuntut)  tetapi dibebankan kepada terdakwa (tertuntut).97 
b. Kajian menurut Hadis 
Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw: 
 َه ع َهْبا،ٍساَّب عََّن أ َلى س  رَ َّاللّىَّل  صَ الله َهْي ل ع، مَّل س  و َلا ق:َْى لى طْع ي
 َساَّىلا،ْم ها  ىْع د بى عَّدا َسا و َءا  م  دٍَلا  ج  ر،ْم  ه لا  ىْم أ  و َه  ك ل  و َهي  م يْلاى ل ع
ى عَّد  مْلا َهْي ل  ع
Artinya  
Seandainya manusia diperkenankan untut menuntut, maka niscaya mereka 
akan menuntut darah dan harta orang lain, tetapi orang dituntut harus 
bersumpah. (HR. Muslim dari Ibnu Abbas) 
Hadis ini dijadikan sebagai konvensional dalam soal pembuktian, yakni 
barangsiapa yang menuduh, dialah yang membuktikan karena apabila seseorang 
bebas menuduh tanpa aturan main yang jelas. Niscaya akan terjadi saling dakwa 
mendakwa terjadilah permusuhan dan kericuhan. Di sini Rasulullah merasa perlu 
membuat aturan main secara jelas. Orang yang menuduh (penggugat) harus 
menyodorkan bukti, sedangkan orang yang dituduh (tergugat)  harus bersumpah.  
Hal ini demikian, dikarenakan orang yang menuduh memiliki posisi yang 
lemah sehingga dibebani alat argument (bayyinah) yang kuat. Berbeda dengan 
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posisi orang yang dituduh itu kuat sebab pada prinsipnya al-ashlu baraah al-
dzimmah (sebagai seseorang yang terbebas dari tanggungan).  
Akan tetapi, hadis di atas tidak cukup menjadi hujjah untuk melarang 
sistem pembalikan beban pembuktian, hal ini dibenarkan dengan beberapa alasan. 
 
1)  Hadis di atas ternyata bisa ditakhsis oleh hadis Nabi  
Orang yang menunutut harus mengajukan bukti, sedangkan yang dituntut 
harus bersumpah kecuali dalam kasus Qusamah. Dalam hadis ini ada 
pengecualian dalam masalah al-qusamah. Al-qusamah adalah menuduh 
melakukan pidana pembunuhan pada orang lain dengan cara bersumpah sebanyak 
lima puluh kali. Kasus ini, menurut Jumhur ulama bahwa yang bersumpah ada 
pada pihak yang menuntut (penggugat). Demikian juga pada kasus tuntutan 
barang yang hilang. Maka dengan demikian aturan akan hadis tersebut tidak 
berlaku pada semua kasus, hal ini terbukti tidak sedikit kasus yang dikecualikan, 
sebab pengecualian ini tampaknya dikarenkan dengan adanya tuntutan kebutuhan, 
sehingga terbuka peluang yang besar bagi sistem pembalikan beban pembuktian 
untuk tidak mengikuti teks hadis tersebut.  
 
2) Hadis tersebut muncul karena adanya kekhawatiran saling tuntut menuntut 
atau saling dakwa mendakwa yang tidak muncul pangkalannya.  
Apabila kekhawatiran tersebut tidak bakal terjadi, maka aturan itu bisa 
diubah. Akan tetapi tidak semua kasus mesti diubah aturan mainnya. Hal ini harus 
diselaraskan dengan kemaslahatan yang melingkupinya, contohnya saja kasus 




menuntut orang yang berindikasi korup dan orang dituntut harus menyodorkan 
bukti bahwa dirinya bebas dari tindakan korupsi.  
 
 
3) Hadis tersebut masih diperselisihkan kesahihannya.  
Sementara ulama memang menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Namun 
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Muhammad bin Ubaid Al-Arzami mengklaim dhaif 
dikarenakan cacat pada sanad-nya. Menurutnya seorang perawinya tergolong 
tidak dhobit (kurang hafalannya). Akibatnya jika memang dianggap hadist dhaif 
maka tidak bisa dijadikan Hujjah.  
4) Ada kaidah menyebutkan “Pada dasarnya manusia itu terbatas untuk tidak 
menunjukkan bayyinah kecuali kasus persaksian, pidana pembunuhan 
serta tebusan. Jika diamati korupsi identik masuk dalam kategori  hudud, 
dengan itu untuk membuktikan tuduhan maka harus menunjukkan bukti-
bukti yang kuat.  
5) Keumuman hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah tersebut bisa ditakhsis 
(dibatasi jangkauannya) dengan prinsip wajibnya mendahulukan 
kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus dan juga tindak pidan 
korupsi sangat merugikan bagi kepentingan kolektif bukan individual.  
Dari kelima argumen atau alasan diatas, maka pembalikan beban 
pembuktian dianggap sah hal ini dibenarkan juga oleh Musthafa al-Zarqa‟ bahwa 
jika pejabat negara memiliki harta yang tidak sesuai dengan sumber kekayaan 




korupsi dan boleh diberhentikan atau hartanya disita selama tidak membuktikan 
sumber kekayaanya itu. 98 
c. Kajian menurut ushul fiqh  
Bangunan pemikiran Islam lahir dari adanya sumber Hukum Islam. 
Keberadaan sumber hukum Islam ada yang disepakati dan ada yang tidak 
disepakati, maksudnya kedudukan sumber hukum tersebut ada disepakati secara 
menyeluruh oleh para ulama dan ada yang disepakati oleh sebahagian ulama. 
Akan tetapi pada prinsipnya sumber hukum itu dapat memperlakukan sebuah 
aturan.  
Di dalam menginstibatkan hukum dikenal adanya maslahah mursalah. 
Dan ditegaskan dalam Islam bahwa ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan 
kemaslahatan hidup umat manusia.99 Maka, untuk menghendaki  suatu masalah 
yang tidak ada nash-nya atau menghendaki menyelesaikan persoalan yang 
menyangkut kemaslahatan meskipun menyeleweng dari aturan hukum dapat 
diperbolehkan. Teori maslahah mursalah dijadikan hujjah dalam mengistibatkan 
hukum sebab permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat semakin 
kompleks. Hujjah maslahah mursalah berasaskan firman Allah dalam Q.S. 
Yunus/ 10: 57 yakni: 
                                                 
98Abu Yasid, Fiqh Realitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 239. 
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   َ  ََ  َ   َ َ َ   َ َ َ َ َ
  َ  َََََ
Terjemahnya: 
Wahai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) 
dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan 
petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.100 
 
2. Pandangan hukum Positif terhadap pembalikan beban pembuktian yang 
bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku tindak pidana korupsi  
Pembalikan beban pembuktian sering disebut dengan istilah sistem 
pembuktian terbalik, istilah tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagai bahasa 
yang mudah dan ringan dicerna sebagai salah satu langlah penindakan tindak 
pidana korupsi. akan tetapi perlu dipertegas bahwa menurut Andi Hamzah 
penggunaan istilah sistem pembuktian terbalik kurang tepat sebab tidak diletakkan 
kata beban, lebih jelasnya pembuktian terbalik tanpa istilah beban  mengakibatkan 
makna yang timbul tentu berbeda dan bisa disalah tafsirkan secara harfiah yang 
melihat bahwa pembuktian tersebut hanya melihat pergeseran tata urutan alat 
bukti saja, sebab itu jika ditela‟ah dengan pendekatan gramatikal maka disebut 
reversal burden of proof bila diartikan menjadi pembalikan beban pembuktian. 101 
Pembalikan beban pembuktian sebagai pembuktian yang dibebankan 
kepada terdakwa dan kewajiban penuntut umum tetap melaksanakan pembuktian 
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kepadanya. Sistem pembuktian ini sebenarnya proses pembuktian yang 
menyimpan dalam hukum acara pidana biasa. Muatan sistem ini mengandung isi 
kontradiktif untuk sekaligus menjamin dua macam kepentingan yang saling 
berhadapan. Di satu sisi terdakwa telah dapat membuktikan menurut Undang-
undang bahwa tidak melakukan tindakan atau perbuatan pidana korupsi. Di sisi 
lain pihak penuntut umum telah dapat juga membuktikan menurut Undang-
undang atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. 102 
Ketentuan yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang bersifat 
terbatas dan berimbang dapat dikemukakan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 
2001 Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut; 
 
a. Pasal 37  
1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 
tindak pidana korupsi. 
2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak 
pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan 
sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.  
b. Pasal 37 A  
1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya 
dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau 
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang 
didakwakan.  
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang 
tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan 
kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa 
telah melakukan tindak pidana korupsi.  
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3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan 
tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai 
dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap 
berkewajiban untuk membuktikann dakwaannya.  
c. Pasal 38 B  
1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi  
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14,  
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nmor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 
12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta 
benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari 
tindak pidana korupsi. 
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak 
pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak 
pidana  korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian 
harta benda tersebut dirampas untuk negara.  
3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada 
perkara pokok. 
4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat 
membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada 
memori banding dan memori kasasi. 
5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa 
pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4). 
6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan 
hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh 
hakim. 
 
Pasal ini terlahir dengan perdebatan yang sengit antara yang pro maupun 




kemudian diterima di DPR sebagai konsensus bagaiaman hakim memberikan 
kesempatan kepada terdakwa memberikan pembuktian atas tindak pidana korupsi 
yang didakwakan kepadanya. 
Menurut A. Hamzah dan S. Tarif  menyatakan bahwa ketentuan 
pembalikann beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang hanya 
mendesak asas presumption of innocence, menurutnya tanpa adanya ketentuan 
tersebut terdakwa dapat saja mengemukakan alasan dalam melakukan perbuatan 
yang melanggat Undang-undang secara formal, dengan mengemukakan bahwa 
melakukan itu demi kepentingan umum dan tidak merugikan negara, untuk 
dipertimbangkan oleh hakim dan hal yang paling kurang adalah apabila hal itu 
benar maka akan mempengaruhi pertimbangan hakim dalam hal ini ukuran pidana 
(strafmaat), atau mungkin sebagai alasan untuk menghilangkan unsur (element) 
melawan hukum material (materiele wederrechtelijkheid) yang dianut dalam 
Undang-undang Tipikor. 103 
Latar belakang pembuktian khusus (pembalikan beban pembuktian) dalam 
perkara korupsi itu dapat dicari dari pandangan para ahli hukum yang tergabung 
pada Internasional Commission of Jurist, dengan salah satu keputusan dalam 
Conggress 1959 di New Delhi, India, dengan itu telah memberikan kemungkinan 
pembuktian “shifting of the burden of proof” bagi perkara-perkara luar biasa. Oleh 
karena asas pembuktian korupsi di Indonesia tidak ada penjelasan tegas, maka 
untuk memudahkan penyebutan pembuktian sehingga dinamakan “asas 
pembagian beban pembuktian” yang saat ini disebut pembalikan beban 
pembuktian. Manfaat dari asas ini yang berhubungan dengan sulitnya pembuktian 
perkara korupsi dan para pembuat delik biasanya mempunyai mempunyai 
                                                 




kecakapan atau pengalaman dalam suatu pekerjaan yang memberikan kesempatan 
untuk korupsi. Maka sudah sewajarnya untuk menyerahkan beban pembuktian 
sebagian kepada penuntut umumdan sebagaian kepada terdakwa, demi kelancaran 
sidang dan ditemukannya kebenaran materil.  
Pihak terdakwa  menurut kebenaran dapat menerangkan dalam sidang 
bahwa perbuatannya itu menurut penginsyafannya yang wajar dan memberikan 
keterangan sumber penambahan kekayaan pada dirinya atau keluarganya atau 
badan usahanya. Segala upaya pembuktian dari terdakwa itu menghasilkan upaya 
hukum “fait d‟exuse” yang merupakan alasan penghapusan kesalahan hukum 
pidana. Di lain pihak Jaksa menurut tugasnya dapat mengadakan pembuktian yang 
berlawanan dan memberikan dasar pembuktian atas surat tuduhan yang dibuatnya. 
Atas dasar tersebut pemikiran hukum tentang pembagian beban 
pembuktian yang demikian itu, berarti keterangan terdakwa di muka sidang 
menjadi alat bukti keterangan terdakwa. Dan alat bukti keterangan terdakwa ini 
dapat merobohkan kekuatan alat-alat bukti yang lain dengan meyakinkan tentang 
sebaliknya (ontzenuwd door tegenbewijs). Bahkan pula adanya bentuk 
pembuktian seperti ini mempercepat proses pemeriksaan terdakwa yang benar 
melakukan tindak pidana korupsi  
Asas pembalikan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian 
dapat terlaksana dengan baik apabila pihak dalam perkara korupsi dapat 
memahami arti pentignya hubungan antar pasal antara pasal 37, 37 A dan 38 B 
untuk memecahkan kesulitan pembuktian terutama yang menyangkut sikap batin 
pembuat delik dan harta kekayaan dalam perkara.104 
                                                 




Korupsi pada akhirnya menempatkan negara pada kondisi kritis. Upayanya 
dengan memberantas melalui aspek legal system maupun dengan reward and 
punishment. Pembalikan beban pembuktian sebagai bentuk legal system  yang 
diharapkan menjadi Instrumen yang ampuh dalam pemberantasan tindak pidana 
korupsi secara efektif, seperti yang terjadi di Malaysia, Singapura dan negara-
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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dari itu sedapatnya 
peneliti dapat menarik kesimpulan: 
1. Bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas 
dan berimbang belum diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar Klas 
IA Khusus. Tentunya kedudukan pembalikan beban pembuktian belum 
bisa memiliki kekuatan atau power dalam proses persidangan tindak 
pidana korupsi. Konsep beban pembuktian yang dibebankan kepada 
terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar masih dalam kerangka teori yang 
tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 37, 37 A, dan 37 B serta memelurkan 
pengkajian khusus mengenai implementasinya di muka persidangan.  
2. Hal-hal yang menghambat penerapan pembalikan beban pembuktian 
diantaranya, a) Kurang adanya prosedur penerapan pembalikan beban 
pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, b) Kurang adanya 
persamaan persepsi penegak hukum dalam menerapkan pembalikan beban 
pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang,  c) Jaksa Penuntut 






untuk melakukan pembedahan harta kekayaan yang dimiliki, e) Adanya 
perselisihan penerapan secara yuridis. Terlihat jelas bahwa masih banyak 
kesulitan-kesulitan penerapan pembalikan beban pembuktian. 
3. Berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif mengenai penerapan 
pembalikan beban pembuktian tidak mengalami pertentangan dan sah saja 
untuk dilaksanakan.  Meskipun kedua sistem ini memiliki cara pandang 
yang berbeda, dimana hukum Islam membutuhkan kajian melalui 
kesejarahan di dalam Al-Quran, kajian terhadap hadis, dan Kajian melalui 
usul fiqh sedangkan hukum positif mengadopsi sistem pembalikan beban 
pembuktian   negara aglo saxon hingga di Undang-undangkan. Akan tetapi 
hakekatnya kedua konsep hukum ini memiliki maksud yang sama dalam 
melihat pembalikan beban pembuktian sebagai jalan untuk memberikan 
kemaslahatan.  
G. Implikasi Penelitian  
1. Diharapkan mampu menerangkan sejauh mana penerapan pembalikan 
beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang terhadap pelaku 
tindak pidana korupsi utamanya di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA 
Khusus.  
2. Pembalikan beban pembuktian sebagai jalan untuk menjerat pelaku korupsi 
dan membantu jaksa maupun hakim dalam menggali kebenaran materil jika 





3. Sebagai bahan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian lebih terhadap 
pembalikan beban pembuktian yang belum dapat diterapkan di pengadilan 
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